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Tambahan Berita-Negara R.[I. tanggal 27/2 - 2009 No. 17.
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muman dalam Berita-Negara R.I. sesual dengan ketentuan
yat. {1) Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
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"IETﬁKEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK -ASASI MANUSIA

i3t e “REPUBLIK-INDONESIA
Nomor : AHU-56016.AH.01.02.Tahun 2008
TENTANG
_PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BEES Ui PERSEROAN

M__ENTERIwHUKUM DAN HAK ASASI’ MANUSIA

"”jj’: BEPUBLIK INDONESIA,

Memmbang
,pendukungnya serta sallnan Akta Nomor 26, tanggal 27
- uni; 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ati
Muiyatl,hSH dan, dltenma pada tanggal 26 Agustus 2008,
te1ah memenuhl syaratdan telah sesuai dengan peraturan
perundang undangan,

Mengingat 1 Undang—Undéﬁﬁ' Nomor 40 Tahun 2007 tentang
-/ perseroan?Térbatas (Lembaran Negara Tahun 2007
'Noméf'loﬁ Tambahar Lembaran Negara Nomor 4756);
2. 'Peraturan Pemerm'tah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
‘Pemakaian' ‘Nama 'Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 39 Tambahan Lembaran

- ____mor 3740),
3. Peraturan Presidén Republik Indonesia Nomor 94
TahunZ006tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Presiden Nomar 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
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Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia NomorM:05.PR.07,10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republlk Indaonesia;

5. Peraturan Menteri Hukurm dan- Hak “Asasi Manusia
Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonah Pengésahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran-Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan-Perubahan-:Anggaran
Dasar dan Perubahan Data :Perseroan;

’ MEMUTUSKAN

Menetapkan , e e

PERTAMA  : Menyetujui perubahan anggarén'désai"?P"lf% “Jembo
Cabie Company, Tbk NPV\{P 01.,120.419.5-
Tangerang karena te!ah sesual dengan Format Isian
Akta Notaris Model II yang disimpan' di dalaf database
Sisminbakum dan salinen Akta Nomor 26, tanggal 27
Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Ati Mulyati, SH
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA » Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus: 2008
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM.UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0076630.AH.01.09.Tahun 2008
Tanggal 27 Agustus 2008
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

“PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk."
Nomor : 26.

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-6-2008 (dua puluh tujuh Juni dua
ribu delapan), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, Ati Mulyati Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan dihadiri para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya Mary Ang Santoso (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
Maryang), Direktur PT Jembo Cable Company Tbk., bertempat tinggal
di Jakarta, Gading Kirana Timur II/G3/28, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
tanggal 14-7-2004 (empat belas Juli dua ribu empat) nomor 09.5002.
550468,0182, berlaku sampai dengan tanggal 15-4-2009 (lima
belas April dua ribu sembilan), Warga Negara Indonesia;

2. Tuan Doktorandus Antonius Benady, lahir di Jogyakarta, pada tanggal
24-6-1953 {dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus lima putuh
tiga}, Direktur PT Jembo Cable Company Tbk., bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Taman Kosambi Timur FI/63, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 9-6-2003
(sembilan Juni dua ribu tiga) nomor 09.5201.240653.0368, berlaku
sampai dengan tanggal 14-6-2008 (empat belas Juni dua ribu
delapan), Warga Negara Indonesia;

"~ menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam
jabatan-jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa yang
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jembo
Cable Company Tbk., sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Jembo Cable Company Tbk.,
tertanggal 2-6-2008 (dua Juni dua ribu delapan) nomor 03, yang
dibuat oleh saya, Notaris.
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Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan teriebih dahulu sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 2-6-2008 (dua Juni dua ribu delapan),
pukul 11.36 WIB (sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia
Barat) sampai dengan pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat),
berternpat di Ruang Serba Guna Lantai 1 Gedung Bursa Efek Indonesia,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jembo Cable
Company Tbk.,"berkedudukan di Kota Tangerang, Jalan Pajajaran,
Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya terakhir dan perubahan-perubahan selanjutnya tefah
dimuat dan diumumkan dalam :

- Akta tertanggal 10-7-1997 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh) nomor 29, dibuat dihadapan Imas Fatimah
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
dari Menterf Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 24-7-1997
(dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh)
nomor C2-6960.HT.01.04,TH.97, telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Tangerang pada
tanggal 4-8-1977 (empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh} nomor 098/BH.10.04/VII/1997, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3-10-1997 (tiga
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 79,
Tambzhan Nomer 4527;

- Akta tertanggal 27-6-2005 (dua pufuh tujuh Juni dua ribu lima)
noror 57, dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah dilaporkan
kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Repubiik Indonesia
pada tanggal 18-8-2005 (delapan belas Agustus dua ribu lima)
nomar C-22905 HT.01.04.TH.2005, telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang pada
tanggal 13-2-2006 (tiga belas Pebruari dua ribu enam) nomor 0098/
BH.3006/VIII/1997, dan telah diumumkan dalam Berita Negara

4

PERSEROAN TERBATAS 6027

Republik Indonesia tertanggal 28-2-2006 (dua puluh delapan Pebruari
dua ribu enam) nomor 17, Tambahan nomor 240;

sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir
dimuat dalam akta tertanggal 2-6-2008 (dua Juni dua ribu defapan)
nomor 04, dibuat dihadapan saya, Notaris.

untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan™;

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
tersebut {untuk selanjutnya disebut "Rapat") telah hadir/diwakili
sebanyak 137.107.560 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh
ribu lima ratus enam puluh) atau 90,67% (sembilan puluh koma enam
puluh tujuh persen) dan 151.200.000 (seratus lima puluh satu juta
dua ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang oleh
Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh kedalam kas Perseroan
sampai pada hari Rapat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
Rapat tersebut adaiah sah susunannya dan berhak untuk mengambil
segala keputusan yang sah dan mengikat;

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan dengan musyawarah
untuk mufakat antara lain sebagal berikut :

- Menyetujui mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sesuai konsep Anggaran Dasar
yang telah dibagikan dan dijelaskan kepada para pemegang saham.

Bahwa dalam Rapat tersebut, para penghadap telah diberi kuasa
oleh Rapat untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dan
mengubah Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, hal mana akan
dilakukan dengan akta ini;

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka para penghadap
dengan bertindak sebagalmana tersebut mengubah seluruh Anggaran
Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan peraturan perundangan yang terkait, sehingga untuk
selajutnya Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :
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Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Jemho Cahble
Company Tbhk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Kormisaris,

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2,

Perseroan ini didirikan sejak tanggal 17-4-1973 (tujuh belas April
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan memperoleh status badan
hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sejak tanggal 30-3-1974 (tiga puiuh Maret seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat) nomor Y.A.5/106/17, serta didirikan Untuk
jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3.
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di
bidang industri perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut :

a. Menjalankan perusahaan industri pembuatan segala jenis kawat,
segala jenis kabel, metal dan plastik.

b. Memperdagangkan produk-produk hasii industri sub a tersebut diatas
baik antar pulau maupun ekspor dan impor.
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Modal
Pasal 4

i. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,-
(tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enamratus juta)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus
rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
dengan uang tunai sebanyak 151.200.000 (seratus limapuluh satu juta dua-
ratus ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp. 75.600.000.000,-
(tujuh puluh lima milyar enam ratus juta Rupiah) oleh para Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

3, Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikelvarkan oleh
Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut
"RUPS") dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan
harga di bawah pari.

4, Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham
yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran
umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya
cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas”), kepada para
Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Persercan pada tanggal
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan RUPS yang menyetujui
Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu
untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya
disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD")
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proparsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialinkan kepada pihak lain, dengan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal sertz peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham
dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan
Direksi. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumiah
HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4
ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS
tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD
tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada
mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar
lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan,
maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham
lain yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari
porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :

l. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum
Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta
dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham
yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap
dalam simpanan Perseroan;

ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum
Terbatas tersebut telah ditetapkan jumtahnya serta dilakukan dengan
jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan
kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham
tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan
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harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah
ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;

demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 diatas secara mutatis mutandis
juga berlaku di dalam dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi
konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi
lainnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas.").

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh
Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah
dikeluarkan aleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi
berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan
hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli
terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut satu dan lainnya
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Direksi ‘berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan
penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua,
ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa
memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dalam
hal pengeluaran tersebut :

a. ditujukan kepada karyawan;

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan

RUPS;
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¢. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan
kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan
persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan
RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal,

8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih
lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka
ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 berlaku pula secara mutatis
mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal
dasar tersebut.

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang :

a. telah mendapat keputusan RUPS untuk menambah modal dasar,

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal
dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia,

c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat S butir b
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi‘Manusia.

d. Dalam hal ﬁﬁnambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 butir ¢ tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib
mengubah kembali Anggaran Dasarnys dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
butir c Pasal ini tidak terpenuhi.
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Saham
Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perserpan adalah saham
atas nama, dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum
sebagai pihak yang berhak menjalankan hak-hak atas 1 (satu) saham,
yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa
atau ditunjuk yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham serta
sebagai pihak yang berhak mempergunakan hak yang diberikan cleh
hukum atas saham tersebuf.

4, Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka
para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham Perserpan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Surat saham
Pasal 6.

1. Persercan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.

11

L L



6027 PERSEROAN TERBATAS

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
. Nama dan alamat Pemegang Saham;
. Nomor surat saham;
Tanggel pengeluaran surat saham;
Nilai nominal saham;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
Nama dan alamat Pemegang Saham; '
Nomor surat kolektif saham;
Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
Nilai nominal saham;
Jumlah saham;

6. Baik Surat saham maupun surat kolektif saham harus dicetak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden
Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham
dan surat kolektif saham yang bersangkutan.

7. Ketentuan ayat 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku
untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang
sejenis.

8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian
_ (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam

bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi

atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan
Saham. '

9. Konfirmasi Pencatatan Saham yang dikeluarkan Direksi untuk
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus
mencantumkan :

o N o oo

[ I =T o T = Y

a, Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan:

b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
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c. Jumlah saham yang tercantum dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercantum dalam Konfirmasi
Pencatatan Saham;

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain;

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan
Konfirmasi Pencatatan Saham.

Pengganti surat saham
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
dapat dilakukan jika :

a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;

b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; dan

c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut

dapat dilakukan jika :

a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut;

b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik suarat saham tersebut;

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.
3. Setelah pengganti surat saham tersebut dikelvarkan, maka asli

surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

13
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4. Semua biava untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi

pengeluaran pengganti surat kolektif saham, atau pengganti Konfirmasi
Pencatatan Saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus
Pasal 8.

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daitar Pemegang Saham itu dicatat :
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif

saham yang dimiliki para Pemegang Saham dan klasifikasinya dalam
hal dikefuarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak
gadai atas saham atau penerima fidusia dan tanggal perolehan hak
gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

€. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saharn anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan
dan pemberitahuan kepada Peregang Saham adalah sah jika dialamatkan

pada alamat Pemegang Saham yang paling ekhir dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham.
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5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam buku Daftar -
Pemegang Saham.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus, pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau 2 (dua)
orang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka yang sah.

8. Setiap pendaftaran. atau pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-
tanganan, pengagunan dengan gadai atau cessie atau fidusia yang
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus
dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang
terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, dengan tidak mengurangi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9, Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang
dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan.
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti
dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan,

Penitipan kolektif
Pasal 9.

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodign atau
Perusahaan Efek dicatat dalarn rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
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dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kalektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyeiesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif saham
tersebut, :

4, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan
Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Eenitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut hilzang atau musnah, kecuali pihak yang

16

PERSEROAN TERBATAS 6027

meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan
yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menclak mencatat saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara
pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai
dengan jurniah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.

11, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
rekening Efek beserta jurnlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal panggilan RUPS,

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
panggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
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bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

15, Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS,
dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat
pada fanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang
berhak uniuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang
Saham yang berhak untuk mempercleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya tersebut.

Pamindahan hak atas saham
Pasal 10,

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap
dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik
saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham,
satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar
Pemegang Saham' yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan
hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat
lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat
Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Dokurnen pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atzu yang
dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada
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Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham yang tercatat pada Bursa Efek di harus memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. :

4, Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada
Penitipan Kolektif dicatat sebagal mutasi antar rekening, ataupun sebagai
mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama
individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam
Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan
hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9
ayat 5 di atas.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal
ini membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk
saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham
itu ditangguhkan.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik datam Daftar
Pemegang Saham maupun pada surat saham dan surat kolektif saham
yang bersangkutan.

Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden
Direktur atau 2 {dua) orang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka
yang sah.

7. Direksi, atas kebijaksanaan mereka dan dengan memberikan
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
Anggaran dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan
dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuzn penolakan
kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima
oleh Direksi.

9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud
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harus sesvai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.

10 Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan
nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang
dimaksud.

~ 11. Setiap orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat
kematian seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh
Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan
sebagai Pemegang Saham, ' ‘

12. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang beriaku di
bidang Pasar Modal.

13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara
mutatis mutandis terhadap setiap peraiihan hak menurut ayat 11 dari
Pasal ini.

Rapat umum pemegang saham
Pasal 11

- 1, RUPS dalam Perseroan adalah :

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran
Dasar ini.

b. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar
Biasa, yaitu RUPS vyang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar
ini.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
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Rapat umum pemegang saham tahunan
Pasal 12.

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat & (enam)

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-
kurangnya :

i. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan
atas Laporan Keuangan tersebut.

ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.

ifi. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

iv. Rincian masalah yangtimbul selama tahun buku yang mempengaruhi

" kegiatan usaha Perseroan.

v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah [ampau.

vi. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

vii, Gaji dan funjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang bersangkutan.

b. Ditetapkan penggunaan laba.

c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Bapepam
dan LK. _ '

d. Dapatdilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana
mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
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tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan lain-lain tindak pidana.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan
RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak
memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat
izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan.

Rapat umum pemegang szham luar biasa

Pasal 13

1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara.

Permintaan tertuiis tersebut harus disampaikan secara tercatat
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai
alasannya.

3. Atas permintaan dari Pemegang Saham dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Madal,
Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar
Biasa apabila Direksi tidak melakukan panggilan RUPS Luar Biasa dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima
oleh Direksi, -

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

4. Apabila Dewan Komisaris {alai untuk melakukan pemberitahuan
atau panggilan RUPS Luar Biasa setelah lewatnya waktu sebagaimana
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ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terhitung sejak surat
permintaan diterima olehnya, maka Pemegang Saham yang bersangkutan
yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri RUPS
Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan.

5. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi
izin tersebut,

Tempat dan pemanggilan
rapat umum pemegang saham

Pasal 14.

1. RUPS dapat diadakan di :
a. tempat kedudukan Perseroan; atau
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebefum diberikannya
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal Rapat, Direksi harus memberitahukan kepada para
Peregang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai
peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu)
lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan,
sehagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

Pemberitahuan ini tidak disyaratkan oleh RUPS kedua dan selanjutnya,
asal saja untuk menyelenggarakan RUPS pertama telah dilakukan
pemberitahuan dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama
dengan mata acara RUPS pertama, ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
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3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14
{(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepad para Pemegang
Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai
peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu)
lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan,
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

4. Pemanggitan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat
_dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan,
bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23
ayat 3 telah tersedia di kantor Perseroan, selambatnya 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari neraca dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh
dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

5. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara
RUPS apabila :

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi

~ oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah,

b. usulyang Bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan
dikeluarkan,

¢. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan.
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Pimpinan dan berita acara
rapat umum pemegang saham

Pasal 15.

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris,

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
herhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka
RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS,

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk aleh Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk cleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin cleh salah seorang Direktur yang
ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direkst yang tidak mempunyai
benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen
yang ditunjuk oleh Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang
ditentuakn oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanagilan

Rapat.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS
dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.

25




6027 PERSEROAN TERBATAS

Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
Pemegang Saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala
sesuaty yang terjadi dalam Rapat.

Kerum, hak suara, dan keputusan

Pasal 16.

1. 2. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. tidak
-tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, tanpa didahului
dengan pemberitahuan tentang aken diadakannya pemanggilan RUPS.

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama dengan syarat
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama,
kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam
butir d dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat, serta dengan menyebutkan telzh
diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum.

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oieh Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara.

e. Dafam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permchonan
Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan-dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya
disingkat "Ketua Bapepam dan LK").

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau
orang lain dengan surat kuasa.
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Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana
ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan
Undang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakii
Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4, Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeiuarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal [ain secara lisan,
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili
sedikitnya 20% {dua puluh persen} dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 {satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila
dalam Anggaran Dasar Ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul
harus dianggap ditolak.
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9. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan
untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham vyang
tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut {untuk
selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal Ini tentang
korum RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui cleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen.

b. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan
yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan.

¢. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlzh
Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak
mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama
tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua segtelah diadakan
pemanggilan Rapat namun tanpa didahului dengan pemberitahuan untuk
Rapat sebagiamana yang dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumilah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS.

Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi,
maka dapat diadakan Rapat yang ketiga dan atas permohonan
Perserozan, kerum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan
dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam
dan LK.
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10. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham sslama
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat-syarat, sebagai berikut :

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung
dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham
bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan.

Direksi
Pasal 17,

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Presiden Direktur,

Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut :
a. Seorang Presiden Direktur.
b. 2 {(dua) orang Direktur atau lebih.

2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu
yang dimulai sejak penutupan RUPS yang -mengangkat mereka sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang
lain ditentukan oleh RUPS.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
kembali.
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3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan
lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 1
Pasal ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya
RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, dengan tidak mengurangi
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
tersebut atau seseorang yang diangket sebagai tambahan anggota
Direksi yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang
jabatannya telah menjadi lowongan tersebut.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowang maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan
diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan tidak
mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal.

6. a. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara teriulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang Saham
yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan.

b. Perseroan wajib menyeienggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat
pengunduran-diri;

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 butir b Pasal ini, maka
pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa
memerlukan persetujuan RUPS.
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d. kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak
pgpgangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran
dirinya dalam RUPS pertanggunganjawaban tersebut.

7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua)
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal anggota Direksi.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila ;

mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
meninggal dunia;

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

o0 o oo

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 18.

1. Direksi_ bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas pokok Direksi adalah :

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2, Setfap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk ; ’
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a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang
jumlah dan caranya dari waktu kewaktu ditentukan oleh Rapat_Dewap
Komisaris (dalam ha! tidak termasuk pengambilan uang dari kredit
yang telah dibuka};

b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;

¢. membeli, menjual atau dengan caralain mendapatkan atau melepaskan
hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan
dan hak-hak atas tanah serta perusahaan perusahaan;

d. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak,
termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara
apapun juga untuk jumiah sebanyak-banyaknya 1_/2 (satu per dua)_
dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi
Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan Dleh_RUPS
Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transqkm atau
beherapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain;

e. melepaskan hak-hak tidak berwujud, seperti hak paten dan atau
merek;

f. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan
Perseroan untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya 1/2 (satu per
dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba-rugi
Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disahkan oleh.RUPS
Tahunan Perseroan yang terakhir, baik dalam satu transqkm atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain;

g. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain
menjaminkan saham-saham Perseroan dalam perusahgan fain dan
membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain sgri:a turut
serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain.

harus mendapat persetujuan tertulis dari dan/atgu QOkumen yang
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewgn Kg_rmsarls, yang dalam
pelaksanaannya Dewan Komisaris tersebut diwakili oleh 2 {dua} orang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan

Komisaris.,
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4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi
harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumiah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam RUPS Pertama tersebut diatas korum yang ditentukan
tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Kedua dan sah jika dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam RUPS Kedua tersebut diatas korum yang ditentukan
tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Ketiga dan atas permohonan
Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk RUPS Kedua dan
selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan RUPS Pertama telah
dilakukan pemberitahuan sesuai Pasal 14 ayat 2 diatas dan mata acara
yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara RUPS
Pertama, ketentuan Ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam
Anggaran Dasar ini,

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS
berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak

mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 16 ayat 9 diatas.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingzn yang bertentangan
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan
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akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan l_(epep@ingan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan
Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5
Pasal ini.

7. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan
gtas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalanlgan kar_ena
sebab apapun juga, hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk. perpuatan
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat‘
kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai
dengan Anggaran Dasar.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar adalah tidak sah.

9, Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidalf menetapkan maka
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.

Rapat Direksi
Pasal 19,

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila_mana dipandaqg
perlu atas permintaan Presiden Direktur ataq oleh seorang atau _ieb|_h
anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Rapat Dewan Ko_mlsarls
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham_atau !e!ai_h yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumiah
seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
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3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram,
telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7
(tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggiian dan tanggal Rapat.

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan,
jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak Kurang
dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggiian
dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu, dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan tempat kedudukan Perseroan atau
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat
kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanaggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga aszlkan dalam wilayah negara Republik
Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden
Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk
oleh Rapat Direksi. ‘

7. Seorang anggota Direksl dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh angqgota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

3. Keputusan Rapzt Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

35




6027 PERSEROAN TERBATAS

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak '

tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara.mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara fertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara

mengenai hal-ha! lzin dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak

-dari yang hadir.

¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Direksi dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam
Rapat, yang ditunjuk cleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus
ditanda-tangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota
Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut.

Apabila ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan daiam
Risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat
Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/
atau diwakili. :

Risalah Rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut
tidak disyaratkan.
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13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengat;lakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan
semua angqgota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 20.

1. Dewa‘n K_omisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota
Dew_an Kom:sr_aris_dan salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Presiden Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

a. Seorang Presiden Komisaris.
b. 2 (dua) orang Dewan Komisaris atau lebih.

Ji_ka _te'rjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, maka Dewan
Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, sampai segrang
pengganti diangkat sesuai dengan ayat 6 Pasal ini tanpa mengurangi
persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan.

2_. Dgwgn Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan Rapat Dewan Komisaris.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing untuk
jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang
m}engangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3
(tiga) sete[ah tanggal pengangkatan mereka, dan dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
dengan menyebutkan alasannya setelah anggata Dewan Komisaris yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang
memutl:lska‘n pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian
yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.
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Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
diangkat kembali.

4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowang, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya
lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan
diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
tersebut atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota
Dewan Komisaris yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan
Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang mengusuikan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran dirl anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 60 (enam pufuh) hari setelah diterimanya surat
pengunduran diri;

¢. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 butir b Pasal ini, maka
dengan lewatnya waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris menjadi sah tanpa persetujuan RUPS.

d. Keputusan. anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya
sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal
pengundurars dirinya dalam RUPS tersebut.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris
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yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Dewan
Komisaris.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
meninggal dunfa;

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

o0 oo

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 21.

1, Dewgn Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas

dﬁn lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan vang telah
dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal

yang ber_kenaan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Dewan
Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu
bgrhak_ memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuzn Perseroan
atau melalaikan kewajibannya.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang
bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam'jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk
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menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah
anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota _Dlrek5|
yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
membela diri.

Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil Keputusan atau setgiah
lewatnya jangka waktu 45 {empat puluh lima) hari tersebut RUPS tl_dak.
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalan_gan
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan

"Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut, dan
dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun, hal mana tidak periu dibuktikan.kje‘pada pihak
ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang deIilf’!. oleh dan
dari antara mereka yang hadir dalam Rapat dan pemanggilan harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14
diatas.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untqk sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perserpan,
dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
tanggungan mereka bersama.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 22.

1. Rapat-Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh sa[gh seorang anggotq
Dewan Komisaris [ainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat.Dlrek51
atau atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang _Sa_ham qt_au lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.
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2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden
Komisaris, jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap
anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan
telegram, telefax, faksimili yang segera ditegaskan dengan surat tercatat
sekurangnya 7 (tujuh) hari, dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga)
hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan tempat kedudukan Perseroan
atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat
kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat,

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oieh Presiden Komisaris, dalam
hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris
akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumiah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau
diwakili dalam Rapat.
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9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui iebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka
Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
Komisaris lain yang diwakilinya,

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat

" menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir.

¢, Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan. '

12, Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Dewan Komisaris, dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam Rapat, yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus
ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya yang hadir yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan
untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran
Risalah Rapat tersebut.

Apabila ada perselisihan mengenai hai-hal yang dicantumkan dalam
Risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan
dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusannya harus diambil
berdasarkan.suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatangan tersebut
tidak disyaratkan.

13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani
menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti
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yang sah, baik gntuk para anggotz Dewan Komisaris dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat
yang bersangkutan,

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang
bersanglfutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
Komisaris,

Rencana kerja, tahun buku
dan laporan tahunan

Pasal 23.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang mernuat juga anggaran
tahunap Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan, sebelum tahun buku dimuiai.

. 2. Rgncana .kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus
disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang.

Tahgn buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (sztu) Januari dan
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun vang sama.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup,

. 3. Dal_am waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan
ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan
pengesahan dalam RUPS Tahunan.

Laporan 'I_'ahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor
Perseroan paling lambat 14 (empat belzs) hari sebelum tanggal RUPS
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Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para’Pemegang
Saham.

4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi
dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa ole_.-h Akuntan
Publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu)
diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara
Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan
Perseroan, selambatnya 80 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku
berakhir.

Penggunaan laba bersih, pembagian
dividen interim

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepad_a RUPS Tahunan
mengenai penggunaan dan/ateu pembagian laba bersih Perseroan yang
belum dibagi dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan
Keuangan yang disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana ldapat
dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum tfarbagl yang
akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagal mana.dlmaksgd'kan
dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen
yang mungkin dibagikan.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk
memutuskan lain.

2. Dalam hal RUPS Tahunzn tidak menentukan penggunaan lain,
maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang t‘jlwajlbkan
oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen,

3, Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam
keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran
serta bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal s_erta peraturan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
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Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan yang berlaku,

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua
Pemegang Saham.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian
itu akan tetap dicatat dan dimasukan dlam perhitungan laba rugi dan -
dalam tahun buku selanjutnya Persroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
fugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ‘berlaku.

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direks| dapat membagi
dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih
Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan
disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen
interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan
dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

6. Dengan memperhatikan laba Perseroan pada tahun buku yang
persangkutan dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah
dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh
RUPS.

7. Pemberitahuan mengenai dividen interim diumumkan sekurang-
kurangnya dalam 2 {(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
luas peredarannya di Indonesia, satu diantaranya yang terbit di tempat
kedudukan Perseroan.

8. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk
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pembayaran, dimasukan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil _oleh
Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang
dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 {sepuluh) tahun
tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 25

1. Bagtan dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan
oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20“/_:. (dua
puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutus_kan agar jumlah
dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4, Direksi akan mengelala dana cadangan agar dana.cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik o]ehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus
dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan' anggaran dasar
Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang diha:diri
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
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bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
pengubahan nama, tempat kedudukan , maksud dan tujuan, kegiatan
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan
status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menterl
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu
selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris
yang memuat perubahan Anggaran Dasar serta didaftarkan dalam Wajib
Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut diatas korum yang
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling fambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama itu dapat
diselenggarakan RUPS Kedua dengan syarat dan acara yang sama
seperti RUPS Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua
tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta
untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak periu dilakukan pemberitahuan
terlebih dahulu dan RUPS Kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu pér dua) bagian dari seluruh saham
dengan hzk suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal korum dalam RUPS Kedua tersebut juga tidak terpenuhi,
maka dapat diadakan RUPS Ketiga dan atas permohanan Perseroan,
korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
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5, Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan ole_h
Direksi dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indqnesm
1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas da[am_wﬂayah
negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat
kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan, serta pemisahan
Pasal 27.

. 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan,
pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarka.n.
keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah se'l.uruh.sahqrr_l
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut diatas kprum yang
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari Qan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama itu dapa@
diselenggarakan RUPS Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti
RUPS Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut,
tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk

pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih -

dahulu dan RUPS Kedua tersebut adalah sah apabila dilliadiri ol_eh
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tlga).bagljdn_
dari jumlzh seiuruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh iebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS,

Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi,
maka dapat diadakan Rapat ketiga dan atas permchonan Perseroan,
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korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam
wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat
kedudukan Persercan mengenai ringkasan rancangan penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pembubaran dan likuidasi
Pasal 28.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat difakukan
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adaiah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puiuh satu} hari setelah RUPS Pertama itu dapat
diselenggarakan RUPS Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti
RUPS Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua tersebut,
tidak termasuk tanggal pemanggiian dan tanggal RUPS, serta untuk
pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih
dahulu dan RUPS Kedua tersebut adalah sah apabiia dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.

Jikalau korum dalam Rapat Kedua tersebut juga tidak terpenuhi,
maka dapat diadakan Rapat Ketiga dan atas permohanan Perseroan,
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korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggarzan Rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan
penetapan Pengadilan.

5. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara,
pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan
terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan
dibubarkan :

2. Mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama, alamat likuidator
dalam Daftar Perusahaan.

b. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat
likuidator dalam Berita Negara.

¢. Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran
Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan serta
nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran
luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya
yang terbit di tempat kedudukan Persercan sebagaimana ditentukan
oleh likuidator; dan

d. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan
alamat likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Ketua Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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7. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi
yang dilakukan;

b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para
Pemega}ng Saham dan setiap Pemegang Saham berhak menerima bagian
sebanding dengan nilai neminal saham-saham yang telah disetor penuh
yang dimilikinya;

¢. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir

Eroses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
erlaku, '

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tangqal
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator,

Peraturan penutup
Fasal 29

Seg‘alla sesuatu yang tidak atau belurn cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan.

. Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
dl_atas menegaskan susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham :

a. PT. Monas Permata Persada sebanyak
79.485,000 (tujuh puluh sembilan juta
empat ratus delapan puluh lima ribu)
saham atau dengan nilai nominal
se.besar .......................................... Rp. 39.742.500.000,-
(tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus
empat puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah);

b. PT. Indolife  Pensiontama sebanyak
26.578.300 (dua pulth enam juta lima
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ratus tujuh puluh delapan ribu tiga

ratus) saham atau dengan nilai nominal

SEDEBAN 1revreie i e Rp. 13.289.150.000,-
(tiga belas milyar dua ratus delapan

puluh sembilan juta seratus lima puluh

ribu rupiah).

. Fujikura Ltd. sebanyak 20.430.000

(dua puluh juta empat ratus tiga puluh

ribu) saham atau dengan nilai nominal
SEDESAT v Rp. 10.215.000.000,-

(sepuluh milyar dua ratus lima belas

juta rupiah).

. Fujikura Asia Limited sebanyak

9,810,000 (sembilan juta delapan

ratus sepuluh ribu) saham atau dengan

nilai nominal sebesar .......ccovriiininnn, Rp. 4,905.000.000,-
(empat milyar sembilan ratus lima juta

rupiah).

. Masyarakat sebanyak 14.896.700

(empat belas juta delapan ratus sembilan

puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau

dengan nilai nominal sebesar ............ Rp. 7.448.350.000,-
(tujuh milyar empat ratus empat puluh

delapan juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah).

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris/

PERSEROAN TERBATAS 6027
DIREKSIE ;
Presiden Direkiur . Santoso;
Direktur . Mary Ang Santoso;
Direktur . Doktorandus Antonius Benady;
Direktur :  Sugono Widjaja;
Direktur : Cahayadi Santoso;
Direktur : Nobuo Ninomiya;

Demikian akta ini

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut

pada bagian awal akta ini, dengan dihaditi oleh :
1. Nona Ermy Mastuti Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal

27-12-1970 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kumdang I Nomor C 10,
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 13, Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
26-4-2006 (dua puluh enam April dua ribu enam) nomor 36.7101.
6712.700004, Warga Negara Indonesia, untuk sementarz berada
di Jakarta;

. Nyonya Silvana Herlina, Sarjana Hukum, lahir di Sukabumi, pada

tanggal 6-10-1958 {enam Oktober seribu sembilanratus limapuluh
delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kebayoran Indah,
Jelan Wijayakarta Kaveling 12/A.5, Rukun Tetangga 012, Rukun
Warga 003, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal
16-9-2003 (enam belas September dua ribu tiga) nomor 09.5303,

Komisaris Independen + Doktorandus. I Gusti Made Putera 461058.0343, Warga Negara Indonesia;

Astaman; - kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Komisaris . Hauw Ay Lan; . Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap
Kemisaris Independen : Doktorandus Andreas Soewatjono . dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya,

Soedjijanto; Notaris menanda-tangani akta ini.
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Dibuat dengan dua gantian, tanpa tambahan maupun coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.
Notaris di Jakarta

ATI MULYATI, SH, M.Kn

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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